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A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan
Pengujian Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
terhadap Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Wali Kota dan Bupati menjadi Undang-Undang;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor & Tahun
2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil

Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;



8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan
dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota,

12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024,

13.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan
Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan
kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota,

15.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

16.Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 Tentang
Pencegahan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan
Wakil Wali Kota Tahun 2024;

17.Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 Tentang
Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024,

18.Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Persiapan
Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024.
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B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa

proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada
Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Kabupaten Takalar menyampaikan hal berikut:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang:

Pasal 58

1) Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber
pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk
Potensial Pemilin Pemilihan.

2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang
telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai
bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.

3) Daftar pemilin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS
dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga,
atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai
Pemilih paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil
konsolidasi, verifikasi, dan validasi.

4) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK.

5) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari
terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih
tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih
Sementara.

6) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan
secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau
sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari
masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari.

7) PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan
dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan
dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.

8) Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar
Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak
jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.
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Pasal 177 A

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling
lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana
yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari

ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 177 B

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU
Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan
verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat)
bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00
(tujuh puluh dua juta rupiah).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota

Pasal 19

(1) PPL melakukan pengawasan pengumuman DPS oleh PPS untuk memastikan DPS
diumumkan di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat atau balai rukun
tetangga/rukun warga dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh
penyandang disabilitas.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengecekan
secara langsung di lokasi pengumuman yang telah ditentukan.

(3) Dalam hal ditemukan PPS tidak mengumumkan DPS di kantor desa/kelurahan atau
sebutan lain, sekretariat atau balai rukun tetangga/rukun warga atau tempat
strategis lainnya, PPL memberikan rekomendasi kepada PPS agar segera
mengumumkan DPS di tempat yang telah ditentukan paling lama 1x24 (satu kali
dua puluh empat) jam.

(4) Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), PPL melaporkan hal tersebut sebagai pelanggaran kepada Panwas

Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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C. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Tahapan Pengumuman dan Tanggapan
terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar, maka
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar mengimbau kepada
KPU Kabupaten Takalar agar:

1. Memastikan Salinan Rekapitulasi DPS per TPS dan Salinan DPS per TPS
disampaikan kepada PPS dalam bentuk naskah asli;

2. Memastikan PPS mengumumkan salinan DPS per TPS di papan pengumuman RT,
RW, Kantor Lembang/Kelurahan atau tempat strategis lainnya selama 10 (sepuiuh)
Hari dimulai Minggu, 18 Agustus 2024 s.d Sefasa, 27 Agustus 2024,

3. Memastikan KPU Kabupaten Takalar menyebarluaskan informasi Daftar Pemilih
Sementara melalui:

a. Laman website KPU Kabupaten Takalar;
b. Aplikasi berbasis teknologi informasi;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya

diucapkan terima kasih.

KETUA,

/

Nellyati, S.Hum. M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.
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